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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Saat ini, kondisi masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat 

dinamis.Tingkat kehidupan masyarakat sudah sangat baik semua sudah didukung dengan 

perkembangan teknologi dan didukung kemudahan dalam mengakses segala informasi. 

Masyarakat semakin sadar dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga 

Negara. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, pemerintah harus dapatmemberikan 

pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana,transparan, terbuka, tepat waktu, 

responsif dan adaptif. Pemerintah juga harusdapat membangun kualitas manusia dalam arti 

meningkatkan kapasitas individual masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya 

sendiri. Pada hakekatnya, Pemerintah adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah di adakan untuk 

melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya 

demi mencapai tujuan bersama 

Berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar 

instansi publik. Salah satu pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksana berdasarkan ketentuan Perundang-undangan1 

                                                                 
1Kep Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7.2003 Tahun 2003 tentang Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, Bagian I, Pengertian Umum, 
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Salah satu inovasi yang bisa dilakukan Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan 

publik adalah dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi (internet) yang sering 

dinamakan dengan e-government. Pelayanan berbasis e-government merupakan upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. 

Pelayanan berbasis e-government pada saat ini diperlukan karena Indonesia tengah 

mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem 

kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis 

dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah 

terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu 

menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen Pemerintah yang selama ini 

merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, 

dirubah menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini 

pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. 

Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan system manajemen dan proses 

kerja di lingkungan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi 

informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang saling 

berkaitan. Pertama, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 

secara elektronis. Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik 

dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Selama ini 

anggapan masyarakat bahwa birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional  (BPN) cenderung 

mengitari pengurusan sertifikasi tanah adalah birokrasi yang rumit dan tidak praktis, serta 
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perilaku sejumlah oknum yang mengambil keuntungan. Kondisi semacam ini berdampak negatif 

karena masyarakat menjadi apatis dalam mengurus sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan. 

Menurut PP 24 tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-

masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.2Sertifikat tanah juga memiliki 

fungsi, yang mana sertifikat berfungsi sebagaisurat bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.3 

Di mata hukum setiap pengakuan hak oleh seseorang atau kelompok masyarakat atas 

sesuatu hal haruslah didasarkan pada bukti yang sah dan kuat, haltersebut juga menyangkut 

masalah hak atas tanah dan rumah.Dimana hukum yang terkait dengan hak atas tanah dan rumah 

adalah hukum perdata, sangat memperioritaskan bukti dokumen atau tertulis yang dapat 

menjelaskan tentang subjek dan objek yang tergambarkan mengenai dasar hak kepemilikan 

seseorang atas tanah dan rumah yang dimaksud.Tanpa bukti dokumen tertulis, seseorang atau 

kelompok masyarakat tidak dapat membuat pengakuan di mata hukum mengenai hak milik atas 

rumah dan tanah yang dimaksudkan. 

Mengenai perkembangannya sampai sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan tanah dan rumah 

dapat memunculkan konflik dan sengketa, baik antara perorangan maupun suatu kelompok 

terkait. Sengketa yang dimaksud diantaranya, sengketa waris, sengketa kepemilikan, sengketa 

penguasaan tanpa hak atas tanah dan rumah secara perseorangan. Bahkan terjadi penggusuran 

terhadap bangunan-bangunan liar yang ada di atas tanah negara atau perorangan.Semuanya itu 

merupakan fenomena konflik yang kian hari kian banyak terjadi pada saat-saat sekarang ini. 

Untuk menghindari permasalahan seputar kepemilikan maupun penguasaan atas tanah dan atau 
                                                                 
2Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Pengertian Sertifikat   
3Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  



4 
 

rumah, maka perlu diketahui tentang apa saja hal yang penting yang menyangkut hak atas tanah 

dan atau rumah tersebut.  

Sebagaimana dalam pasal 8, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, dijelaskan bahwa, setiap 

bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi : 

1. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemengang hak atas tanah 

2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan  

3. Izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil 

mengatakan pihaknya berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah di Indonesia. Sebab, 

hingga saat ini total tanah di seluruh Indonesia yang memiliki sertifikat baru mencapai setengah. 

Menurut Sofyan, banyaknya tanah yang tidak memiliki sertifikat itulah yang menyebabkan 

timbulnya konflik lahan. Oleh sebab itu, percepatan sertifikasi perlu segera dilakukan.4 

Demi menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam pembuatan bangunan 

gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi terkait.Seiring dengan hal tersebut, 

maka dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak 

warga negaranya, baik hak perseorangan maupun publik atas tanah dan rumah. Pemerintah telah 

menekankan pentingnya pendaftran hak atas tanah serta pengurusan izin mendirikan bangunan. 

Berbagai peraturan baik dari sifatnya yang paling umum hingga teknis sekalipun tentang 

pendaftaran hak atas tanah dan perizinan mendirikan bangunan, baik rumah tinggal ataupun 

bangunan untuk tempat usahatelah dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Harapannya, 

seluruh lapisan masyarakat dapat memperhatikan sejumlah peraturan terkait hal tersebut dengan 

                                                                 
4https://nasional.tempo.co/read/news/2016/09/23/173806899/cegah-konflik-tanah-kementerian-agraria-

percepat-sertifikasi  diakses pada tanggal 14 desember 2016 pukul 18:26 WIB 

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/09/23/173806899/cegah-konflik-tanah-kementerian-agraria-percepat-sertifikasi
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/09/23/173806899/cegah-konflik-tanah-kementerian-agraria-percepat-sertifikasi
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cermat dan seksama, sehingga benar-benar muncul kesadaran akan pentingnya mengurus bukti 

hak milik atas tanah dan rumah.5 

Salah satu pelayanan yang menjadi sorotan masyarakat sekarang ini adalah pelayanan 

yang menyangkut proses pengurusan sertifikat tanah. Hal ini didasarkan atas kebutuhan 

masyarakat atas tanah dan rumah yang kian hari kian meningkat. Maka dapat dipastikan 

kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat pula, hal ini karena sertifikat tanah 

merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum oleh seseorang. Opini 

masyarakat tentang persoalan-persoalan atau yang menyangkut rumitnya pengurusan sertifikat 

tanah dengan waktu yang lama, berbelit-belit, tidak jelas dan segudang permasalahan lain yang 

mewarnai proses pengurusan surat-surat tanah. Sehingga fenomena yang semacam ini terkesan 

telah membudaya atau sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. 

Dengan adanya LARASITA dirasakan mampu untuk mengubah persepsi negatif 

masyarakat terhadap pelayanan publik dalam hal pengurusan sertifikat tanah.Berdasarkan 

Kepmen PAN No. 58 tahun 2002 (Pasolong, 2007:129), bentuk pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : 

1. Pelayanan administratif  

Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, dokumentasi 

dan kegiatan tata usaha lainnya.Misalnya sertifikat tanah, IMB, pelayanan administrasi 

kependudukan (KTP, akte kelahiran), dan lain sebagainya. 

 

2. Pelayanan barang  

                                                                 
5 Eko Yulian Isnur, 2008,Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah, halaman 21   
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Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau 

pengolahan bahan berwujud fisik. Contoh pelayanan ini, antara lain : Listrik, pelayanan air 

bersih, pelayanan telepon, dan lain sebagianya.  

3. Pelayanan jasa  

Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana  serta 

penunjangnya. Contoh pelayanan ini, antara lain : Pelayanan angkutan darat/air/udara, pelayanan 

kesehatan, perbankan, pos, dan lain sebagainya. 

Definisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapakan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

dan jasa atas kegiatan yang dijalankan.Efektivitas dalam hal ini menunjukan keberhasilan dari 

segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati 

sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 

Untuk megetahui tingkat efektivitas organisasi, dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, 

yaitu : 

1. Pendekatan sumber (resource approach) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini 

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya baik fisik 

maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

2. Pendekatan proses (proses approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas 

pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatain pada output, mengukur 

keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan masyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. 
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 Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah-selatan pulau jawa, secara 

geografis terletak pada 8º 30' - 7º 20' Lintang Selatan, dan 109º 40' - 111º 0' Bujur Timur.Kondisi 

fisiografi membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana, dan sarana 

wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antarwilayah. 

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II 

lainnya, yaitu 32,5 km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY 

dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617RW, dan 

2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/km².6 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonensia, LARASITA adalah inovasi yang dilaksanakan 

oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi harapan masyarakat. 

Dengan LARASITA pola pengelolaan pertanahan dikembangkan menjadi lebih aktif untuk 

memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dalam pengurusan pertanahan, memperluas 

cakupan wilayah pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan dan 

menjamin pengurusan-pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara. ProgramLayanan Rakyat 

untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) merupakan replika kantor pelayanan pertanahan yang 

bergerak. Sistem pelayanan data yang digunakan adalah komputerisasi atau online. Dengan 

demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan proses pengurusan sertifikat 

kepemilikan tanah. 

                                                                 
6http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta diakses pada tanggal 27 februari 2016 jam 

21:15 wib 

 

http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta
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Selama ini masyarakat khususnya pedesaan mengalami kesenjangan formalitas yang 

cukup lebar terhadap layanan pertanahan yang selama ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan, 

dimana kesenjangan itu kemudian diperlebar oleh para perantara yang selalu berdiri diantara 

Kantor Pertanahan dan masyarakat. Keberadaan para perantara tersebut, selain mempertajam 

kesenjangan formalitas antara masyarakat dan Kantor Pertanahan, pada prakteknya juga 

seringkali melakukan pembiasan informasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat, baik 

karena pembiasan informasi tentang persyaratan, biaya maupun tentang waktu penyelesaian 

layanan pertanahan. 

Selain itu, jarak geografis juga menjadi kendala. Kesulitan transportasi menuju Kantor 

Pertanahan, seringkali mampu menggagalkan niat seseorang untuk mendapatkan layanan 

pertanahan. Seperti diketahui, tingkat kepemilikan mobil atau motor pribadi pada masyarakat 

yang tinggal di pedesaan adalah relatif rendah. Kesulitan ini dilipatgandakan dengan sangat 

sedikitnya transportasi umum yang cukup nyaman bagi seseorang untuk bepergian dengan 

membawa dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan tanahnya. Hal inilah yang menjadi 

faktor utama rendahnya intensitas arus informasi yang benar kepada masyarakat pedesaan, yang 

pada akumulasinya menghentikan arus komunikasi antara Kantor Pertanahan (sebagai 

representasi BPN RI) dan masyarakat.7 

  Dengan sistem LARASITA, masyarakat bisa mengurus sertifikasi tanah di tempat atau 

pos yang telah ditentukan. Proses pelayanan yang dijalankan sama seperti mengurus di Kantor 

Pertanahan. Sebab, kendaraan yang digunakan juga telah dilengkapi perangkat komputer 

lengkap.Program ini telah dirancang sejak Mei 2009 lalu. Dengan sistem ini, kantor pelayanan 

                                                                 
7http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA diakses pada tanggal 3 maret 2016 pukul 20:03 WIB 

http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA
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pertanahan jemput bola. Masyarakat mendapat kemudahan dalam pengurusan sertifikasi tanah 

dengan biaya yang sama. Waktunya pun lebih cepat dan biaya lebih ringan. 

Capaian pensertifikatan hak atas tanah di DIY relatif tinggi mencapai 60 persen lebih dari 

potensi yang ada.Sementara secara nasional realisasi program sertifikasi tanah sampai saat ini 

masih rendah di bawah 50 persen.Menurut Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

RI Dr. Ir. Yuswanda A Temenggung, Secara nasional, dari 85 juta rencana pemegang hak atas 

tanah, baru 45 persen yang sudah memegang sertifikat baik perorangan maupun lembaga. Tanah-

tanah yang belum bersertifikat diantaranya tanah adat, tanah negara dan milik BUMN 

(Kedaulatan Rakyat, Juni 2014).8 

Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta juga telah melaksanakan pelayanan 

LARASITA pada Jogja car free day pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 mulai jam 05.30 

WIB di Jalan Mangkubumi/Margo Utomo Nomor 44 Yogyakarta, tepatnya di depan Hotel 

Arjuna/Kantor Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di tengah-tengah masyarakat sedang 

santai melaksanakan aktivitas. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari 

Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU) yang telah di buka oleh Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan secara serempak dilaksanakan launching 

HANTARU diseluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, termasuk Kanwil BPN 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 September 2015. 9 

                                                                 
8http://www.krjogja.com/web/news/read/219981/pensertifikatan_hak_atas_tanah_di_diy_tinggidiakses pada 4 maret 

2015 17:36 WIB 
9 . http://kot-yogyakarta.bpn.go.id/Statistik/LARASITA-hadir-di-jogja-car-free-day-60354di akses pada 17 februari 

2016 jam 20:34 wib 

http://www.krjogja.com/web/news/read/219981/pensertifikatan_hak_atas_tanah_di_diy_tinggi
http://kot-yogyakarta.bpn.go.id/Statistik/larasita-hadir-di-jogja-car-free-day-60354
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Badan pertanahan Yogyakarta juga secara rutin telah menjadualkan kegiatan LARASITA 

di tahun 2015 yang dilakukan secara reguler setiap hari senin sampai dengan kamis di seluruh 

Kelurahan di Kota Yogyakarta.  

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana 

efektivitas program LARASITA dan sejauh mana tingkat kepemilikan sertifikat tanah di kota 

Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi program Layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (LARASITA)  di 

Kota Yogyakarta Tahun 2015? 

2.  Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program Layanan Rakyat Untuk 

Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kota Yogyakarta Tahun 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah 

(LARASITA) di kota Yogyakarta Tahun 2015 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program program Layanan Rakyat 

Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di kota Yogyakarta Tahun 2015 

 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis penyusun dalam 

penelitian kali ini. Beberapa diantaranya, yaitu: 
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1. Manfaat  Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu social dan ilmu politik bagi 

peneliti-peneliti yang berminat dalam melakukan penelitian terhad apobjek serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu 

bahan masukan bagi Badan Pertanahan Kota Yogyakarta dalam melakukan usaha 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, khususnya pada 

bidang pengurusan sertifikat tanah pada program LARASITA di Kota Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teori 

1.Implementasi 

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-

kawan menyatakan bahwa aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari 

kebijksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu 

pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus 

dilaksanakan10 

Sementara Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi 

sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan 

individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.11 

                                                                 
10 Pariata Westra, dkk, 1989, Ensiklopedia Administrasi, Jakarta, Gunung Agung, halaman 256   
11 Budi Winarno, 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo, halaman 150 
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Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) 

sebagaiamana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, menyatakan bahwa, implementasi 

adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.12 

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi 

kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan adminstratif 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta 

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan 

kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang 

diharapkan ataupun yang tidak diharapakan. 

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah 

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan sebelumnya13. 

Meter dan Horn (subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni14; 

                                                                 
12 A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab, 2008 Analisis Kebijaksanaan Formulasi Ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara edisi Kedua, Jakarta, PT. Bumi Aksara, halaman 65   
13 Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, 2002, Kebijakan Publik Teori dan Proses, halaman 102 
14 Meter dan Horn dalam Subarsono A. G, 2006, Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, halaman 99   
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1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur 

sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,  

2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia.  

3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama 

antar instansi bagi keberhasilan suatu program.  

4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi 

suatu program.  

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan 

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, 

yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta 

apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.  

6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor 

terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, 

kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi 

nilai yang dimiliki oleh implementor.  

Micahel Howlet dan M. Ramesh dalam buku Subarsono, bahwa implementasi kebijakan 

adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil15. 

                                                                 
15 Micahel Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono A. G, 2006, Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan 

aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 13   
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Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau 

sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana 

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir 

(output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 

 

a.  Teori Teori Implementasi Kebijakan 

  

1. Teori Charles O. Jones 

 

Charles O. Jones menyatakan bahwa ada beberapa variabel atau yang sering disebut faktor-faktor 

yang berpengaruhi implementasi kebijakan, maka dalam hal implementasi kebijakan publik 

terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting.Aktivitas pertama yang dimaksud adalah 

organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber 

daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua 

adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang 

menafsirkan agar program  (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang 

tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau  

penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, 

pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari 

kebijakan publik yang telah ditentukan. 

a. Dimensi Organisasi  
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Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-

badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang 

terkandung di dalam kebijakan.Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan 

pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins 

sebagai berikut: 

 

 Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan 
sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus 

menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan16. 
 

b. Dimensi Interprestasi  

Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan 

mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Jones 

mengutip pendapat Edwards III sebagai berikut : 

 "Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang 
melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan Jika kebijakan harus 

dilaksanakan dengan baik, arahan pelaksanaan tidak hanya harus diterima, tetapi mereka juga 
harus jelas.Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, 

dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri tentang 
pelaksanaan kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka" 17. 
 

 Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, 

maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, 

sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam 

implementasi kebijakan tersebut. 

c. Dimensi Aplikasi  

                                                                 
16 Stephan P. Robbins, 1994, Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, 

Arcan, halaman 4   
17 Charles O. Jones, 1984, An Intoduction To The Study of Policy, Brook/Cole Publishing Company, California, 

halaman 178   
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Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones menyatakan bahwa 

Application simply refers to doing the job. It includes “providing goods and services” as well as 

other programmatic objectives (for examples, regulation and defense)18. 

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para 

petugas diarahkan olehpedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus 

diarahkan oleh kondisi yang aktual. 

 

2. Teori Mazmanian dan Sabatier 

 Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanin dan Paul A. Sabatier yang disebut 

dengan A Framework for Implementation Analysis. Terdapat tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah (tractability of 

the problem); (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statue implementation); (3) 

Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).19 

Menurut model ini, peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi 

variabel-variabel berikut: 

1) Karakteristik masalah yang akan dikendalikan  

2) Karakteristik kebijakan/Undang-undang 

3) Variabel lingkungan kebijakan 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan proses tindakan 

yang dilakukan Pemerintah kepada Publik agar mencapai sasaran atau tujuan yang sebelumnya 

sudah di konsep di dalam kebijakan yang sudah ditetapkan.  

                                                                 
18 Charles O. Jones, 1984, An Intoduction To The Study of Policy, Brook/Cole Publishing Company, California, 

halaman 180 
19Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014 .Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 77  
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3. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn  

 

 Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yakni;  

a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur 

sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur  

b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia.  

c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama 

antar instansi bagi keberhasilan suatu program.  

d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi 

suatu program.  

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan 

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, 

yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta 

apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 20 

Dengan demikian kita dapat menggambarkan sebuah kerangka yang memperlihatkan siklus dari 

implemantasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. 

 

                                                                 
20 Subarsono A. G, 2006, Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori dan aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

halaman 99   
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Gambar 1.1Kerangka Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn 
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2. Konsep Kebijakan  

a. Pengertian Kebijakan  

 Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan 

pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum 

diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam bahasa Indonesia. 

Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang dikemukakan oleh Edi 

Suharto, bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai 

tujuan tertentu21. 

Sementara, Menurut Elau dan Prewitt (1973) dalam buku Edi Suahrto, kebijakan adalah Sebuah 

ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari 

yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu)22.  

 Dalam bukunya Said Zainal Abiding menyatakan bahwa secara umum suatu.kebijakan 

dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu :  

b. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana 

tujuan suatau kebijakan dianggap baik apabila tujuannya : 

5) Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama 

dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak 

mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional. 

                                                                 
21 Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, Rafika Aditama, halaman 7 
22 Elau dan Prewid dalam Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, Rafika 

Aditama, halaman 7   
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6) Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, 

sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.  

7) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-

ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan. 

8) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak 

tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa23. 

 Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai 

untuk membina kerjasamadan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya 

konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak.Dilain sisi ada pendapat menyatakan bahwa 

Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu Heglo24. 

 

b. Kebijakan Menurut Para Ahli  

 Jenkins menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy) adalah “a set of 

interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of 

goals and the means of achieving the within a spesified situation where these decision should, in 

principle, be within the power of these actors” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan 

yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan 

tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana 

keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan 

dari para aktor politik tersebut25. Siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah 

sebagaimana dilakukan oleh Dunn menunjukkan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya 

                                                                 
23 Said Zaenal Abidin, 2002, Kebijakan Publik Edisi Revisi, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, halaman 193   
24 Budi Winarno, 2002, Kebijakan Publik Teori dan Proses, halaman 112   
25 W.I. Jenkins, 1978, Policu Analysis, Oxford, Martin Robertson, halaman 15 
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masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah kebijakan. Dari rumusan masalah 

ini suatu kebijakan disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada 

masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan 

pemantauan untuk melihat hasil kebijakan.Data hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk 

menilai (evaluasi) kinerja kebijakan26. Hasil evaluasi inilah yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai bahan untuk memprediksikan (meramalkan) masa depan kebijakan. 

 

c. Konsep Pelayanan Publik  

 Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam penelitian yang telah dilakukan 

penulis, dimana penilitian ini mengacu pada penerapan kebijakan yang pada dasarnya merupakan 

terobosan baru guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam hal proses pelayanan di 

bidang pertanahan. Namun, sebelum lebih lanjut membahas mengenai keberhasilan pelaksanaan 

program Larasita ini, kita akan membahas konsep dari pelayanan publik itu sendiri.  

 Menurut Kurniawan dalam Sinambela. LP yang mana pelayanan publik diartikan, 

pemberian layanan (malayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan27. Selanjutnya 

menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan28. 

                                                                 
26 William N Dunn, [penerjemah] Muhadjir Darwin, 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, 

halaman 21   
27Kurniawan dalam Sinambela. LP, 2008, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, 

Bumi Aksara, Halaman 32 
28 Kep Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7.2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, Bagian I, Pengertian Umum   
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 Sedangkan pelayanan umum menurut Lambaga Administrasi Negara (1998) mengartikan 

pelayanan publik merupakan segala benuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang 

dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan perundang-undangan29. Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang telah 

diuraikan, dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai 

pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 

 Dalam modul pelayanan public dijelaskan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam 

pelayanan publik30, yaitu: 

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah daerah,  

2. Penerima pelayanan (masyarakat) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang 

berkepentingan,  

3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (masyarakat).  

Unsur yang pertama menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai 

(regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan dan menjadi pemerintah daerah yang 

bersikap statis dalam memberika layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau 

diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan.Unsur kedua, adalah 

masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), 

pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima 

                                                                 
29 Khafidsociality.blogspot.com/2011/07/pelayanan-publik.html?m=1, diakses pada tanggal 13 desember 2016, 

pukul 18:33 WIB  
30 Modul Pelayanan Publik disusun Oleh Depdagri dan LAN RI, 2007, Halaman 13 
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layanan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik.Unsur ketiga 

merupakan kepuasan masyarakat menerima layanan yang menjadi perhatian penyelenggara 

pelayanan (pemerintah). Hal ini untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang 

berorientasi untuk memuaskan masyarakat, dandilakukan melalui upaya memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. 

 Sementara itu kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat 

dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering 

yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan hak dan 

kewajibannya sebagai warga Negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada 

pemerintah. 

 Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan diatas, birokrasi publik harus dapat 

memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat 

waktu, responsif dan adaktif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti 

meningkatkan kepastian individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya 

sendiri31. Arah pembangunan kualitas manusia tadi merupakan pemberdayaan akan kapasitas 

manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mengatur dan menentukan masa 

depannya sendiri. 

 Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelayanan publik dilaksanakan dalam 

suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka, tepat, lengkap wajardan 

terjangkau.Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis diatas, birokrasi publik 

                                                                 
31Efendi dalam Widodo, 2001, Good Governance Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya, Insan Cendikia, halaman 121   
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dituntut harus dapat posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Dari 

yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka 

menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang 

fleksibel kolabiratis dan dialogis dan dari cara-cara sloganis menuju cara-cara kerja yang 

realistik dan pragmatis32. Dengan revitalitas birokrasi publik yang lebih baik dan profesional 

dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat 

terwujud. 

 Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah 

tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public services functions), 

fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection functions). 

 Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat sebenarnya 

merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, 

kedudukan aparatur pemerintahan dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis 

karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara 

telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengn tujuan pendiriannya. 

 Dengan demikian akan dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dan 

kenyataan didalam pengurusan sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik, apabila 

ditemukan ketidak samaan maka pemerintah diharapkan mampu mengoreksi keadaan agar lebih 

teliti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

 Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan 

biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut masyarakat telah dapat 

                                                                 
32 Miftha Thoha dalam Widodo, Good Governance Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya, Insan Cendikia, halaman 121 
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terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan 

apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang informasi yang diterima 

masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya. 

 Ketika berbicara tentang pelayanan publik jelas bahwa hal yang perlu dipersiapkan oleh 

aparat pemerintah adalah bagaimana tercipta pelayanan yang prima.Pelayanan prima merupakan 

suatu rangkaian kata yang mana terdiri atas dua kata, pelayanan dan prima. Pelayanan sendiri 

merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh 

orang lain, sedangkan prima merupakan suatu kata yang berarti terbaik, bermutu dan bermanfaat. 

Jadi kalau kedua kata tersebut dirangkai maka dapat mengandung arti yang merupakan 

pelayanan terbaik yang diberikan sesuai dengan standar mutu yang mana dapat memuaskan dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan atau melebihi dengan apa yang diharapkan oleh konsumen 

dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. 

 Dalam mengembangkan pelayanan prima, pemerintah harus mempunyai standar 

pelayanan publik. Standar pelayanan publik sendiri merupakan suatu tolak ukur yang dapat 

digunakan sebagai rujukan mutu pelayanan yanga akan diberikan atau dijanjikan kepada 

pelanggan atau orang lain atau masyarakat. Hal tersebut dapat menaruh perhatian tentang 

bagaimana mekanisme pelayanan yang baik harus dilakukan dan merupakan yang terbaik 

diberikan kepada pelanggan-pelanggan dalam hal ini masyarakat. 

Berdasarkan pada teori tentang Implementasi Kebijakan yangdikemukakan oleh Van 

Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh limaindikator yang dimasukkan 

sebagai indikator yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu: 

Tabel 1.1 Siklus Implementasi Kebijakan LARASITA 
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F. Definisi Konsepsional 

 Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang nantinya akan menentukan variable-variabel 

yang saling berhubungan yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual ini sebagai 

gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian tentang 

istilah yang ada dalam pokok permasalahan dan sangat diperlukan sebagai upaya untuk 
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menghindari pengkaburan tema dari penelitian, maka perlu diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan: 

1. Implementasi Kebijakan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan 

publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk 

mencapai tujuan kebijakan. 

 

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai 

dengan Perpres No. 63 Tahun 2013)Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan 

sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. LARASITA adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pertanahan sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan 

masyarakat dibidang administrasi di bidang pertanahan, dengan tujuan mendekatkan layanan 

pertanahan kepada masyarakat. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk atau cara kerja untuk mengumpulkan semua data-

data yang diperlukan selama penelitian berlangsung yang memberitahukan bagaimana cara 

mengukur variabel. Definisi operasional digunakan agar mengetahui indikator-indikator 

yang merupakan dasar pengukuran variabel-variabel penelitian. Peneliti akan menggunakan 
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teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dan akan menjelaskan indikator-

indikatornya, yaitu:  

A. Implementasi kebijakan LARASITA 

1. Standard dan sasaran kebijakan 

a. Kejelasan terkait dengan Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan 

b. Bagaimana standart pelayanan guna mencapai tujuan dan sasaran yang sudah di buat 

2. Sumberdaya 

a. Kejelasan  Tugas dan profesionalitas yang dimiliki Implementator; 

b. Kejelasan terkait dengan Sumber Daya financial atau Anggaran; 

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas 

a. Kejelasan terkait kewenangan dalam mengurusi program LARASITA 

b. Kejelasan terkait dengan bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan guna 

mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat. 

4. Karakteristik agen pelaksana 

a. Kejelasan terkait dengan bagaimana karakter yang dimiliki oleh implementator; 

b. Kejelasan terkait relasi dan koordinasi antar implementator 

5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik 

a. Kejelasan terkait dengan keadaan ekonomi lingkungan yang mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan LARASITA 

1. Kejelasan terkait faktor internal implementasi kebijakan LARASITA; 

2. Kejelasan terkait faktor eksternal implementasi kebijakan LARASITA. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang 

dikumpulkan berupa kata–kata, gambar, dan bukan angka–angka. Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan–kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, 

dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.33 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian 

merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya 

lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis 

dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu 

                                                                 
33Lexy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012. Hal 

11 



30 
 

dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, dikarenakan instansi-instansi tersebut sebagai pelaksana 

kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA). 

 

 

 

3. Unit Analisa 

Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bisa juga suatu kelompok. Unit 

analisa dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, 

Petugas LARASITA. 

 

4. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung padasumber data yaitu dari informan yang 

bersangkutan dengan carawawancara pada informan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya 

ilmiah dari berbagai media,arsip-arsip resmi yang dapa mendukung kelengkapan data primer. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara mendalam (indepth interview) 
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Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan danmengumpulkan data melalui tanya jawab 

dan dialog atau diskusidengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyekdan 

masalah penelitian. 

 

 

 

 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaahpustaka dimana dokumen-dokumen yang 

dianggap menunjang danrelevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, 

laporan, jurnal, karya tulis ilmiah. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan 

darihasil wawancara dari informan. Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu pada 

beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap 

penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan 

agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. 
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2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama 

meneliti. 

3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, 

grafik jaringan, tabel dan bagan yangbertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap 

informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Pada tahap 

akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/ verification), yang 

mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 

ulang pada catatancatatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya. 

 


